
 
 

 
 

 
 

 
BUPATI TANAH BUMBU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 

NOMOR21TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEEMPATATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN 
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  

ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH BUMBU, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah dan sesuai instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 tentang Pencegahan Penyebaran dan 
Percepatan Penanganan Covid-19; 

  b. berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah kepada seluruh 
Lurah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 
B/914/2331/BPKAD-ANG/V/2020 tentang Refocussing 

Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum 
Tambahan untuk Dana Kelurahan untuk berpartisipasi 

dalam penanganan Covid-19 di wilayah kelurahan; 
  c. pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan 

terdapat belanja pemeliharaan penerangan jalan umum dan 
belanja modal tanah pada perubahan ketiga atas Peraturan 
Bupati Nomor 48 Tahun 2019 yang masuk dalam refocusing 

belanja untuk penanganan Covid-19 tetapi belanja tersebut 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan sudah dilaksanakan 

sehingga perlu dianggarkan kembali; 
  d. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 Mendahului Penetapan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851;  



 
 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di 

Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6187); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



 
 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5679); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang 
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang  Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 



 
 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang  Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedomang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor655); 



 
 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease2019Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 

Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 

Nomor 13); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor15  Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu Tahun 2019 Nomor15); 

35. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
Tahun 2018 Nomor 62); 

36. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-

unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 
Nomor 20); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPATATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 

48TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2020 MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN PERATURAN 

DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2020. 
 

 
Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
terdiri dari:  

1. Pendapatan  



 
 

a. pendapatan asli daerah Rp     175.794.225.110,15 
b. dana perimbangan Rp  1.073.307.730.900,00 

c. lain-lain pendapatan daerah  
yang sah  Rp     461.826.256.659,00 

Jumlah Pendapatan Rp1.710.928.212.669,15 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 
1. belanja pegawai Rp 519.318.140.084,58 
2. belanja hibah Rp  69.889.262.000,00 

3. belanja bantuan sosial Rp         7.500.000.000,00 
4. belanja bantuan keuangankepada 

propinsi/kabupaten/kota dan 
pemerintahan desa Rp 230.531.813.889,00 

5. belanja tidak terduga Rp 163.991.000.000,00 
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp  991.230.215.973,58 

b. Belanja Langsung 

1. belanja pegawai Rp  169.511.930.691,00 
2. belanja barang dan jasa Rp 377.535.684.424,57 

3. belanja modal Rp  408.947.516.067,00 
Jumlah Belanja Langsung Rp     955.995.131.182,57 

 
 Jumlah Belanja Rp1.947.225.347.156,15 
 Surplus (Defisit) (Rp   236.297.134.487,00) 

3.  Pembiayaan Daerah 
a.  penerimaan Rp246.297.134.487,00 

b. pengeluaran Rp 10.000.000.000,00 
 

Pembiayaan Netto Rp     236.297.134.487,00 
    

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

tahun berkenaan (SILPA) Rp                       0,00 
 

Pasal 2 

RingkasanPenjabaran APBD sebagaimanadimaksuddalamPasal 1 

tercantumdalamLampiran I yang 
merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini. 
 

Pasal 3 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimanadimaksuddalamPasal 1 

khusus Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Kelurahan 
Batulicin, Kelurahan, Gunung Tinggi, Kelurahan Tungkaran 

Pangeran, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Kota Pagatan dan 
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  
dirincilebihlanjutsebagaimanatercantumdalamlampiran II yang 

merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini. 
 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiaporang mengetahuinya, 
memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempat
annyadalamBerita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 



 
 

Ditetapkan di Batulicin 

padatanggal19 Mei 2020 

BUPATI TANAH BUMBU, 
 

 
 

H. SUDIAN NOOR 
 

 
 
 

 
 

 
Diundangkan di Batulicin 

padatanggal19 Mei 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTANAH BUMBU, 

 
 
 

ROOSWANDI SALEM 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBUTAHUN 2020 

NOMOR21 


